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MEMUTUSKAN: 

: a bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Teluk 
Bintuni Nornor 9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah 
dan Bangunan, perlu mengatur dan menetapkan peraturan 
pelaksanaanny a; 

b. bahwa berdasarka n pertimbanga n sebagaimana dirnaks ud pada huruf a, 
peru membentuk dan menetapkan Peraturan.Bupati Tellk Bintuni tentang 
Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 
9 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembantukan 
Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, 
Kabupaten Raja Ampat Kabupaten Pegunungan Bntang, Kabupaten 
Yahukimo, Kabupaten Tclkara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kairnana, 
Kabupaten Boven Oigoel, Kabipaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten 
Teluk Bintuni dan Kabupaten Teuk Wondama di Propinsi Papua 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahll"I 2002 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Oaerah (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5049); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahll"I 2014 Nomor 224, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

4. Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Organ is asi Perangkat Daerah Ka.bupaten Teluc Bintuni 
(Lembaran Daerah K_abupaten Teluk Biltuni Tahu.'1 2007 Nomor 51, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabopaten Teluk Bintuni Nomor 29); 

5. Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 9 Tahun 2011 
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Tekrk Bintuni Tahun 2011 Ncmor 67, Tcrnbahan 
Lembaran Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor 38). · 
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Pasal 1 
Oalam Peraturan Bupati ini yang drnaksud dengan: 
1. Daerah adalah· Kabupaten Teluk Bintuni. 
2. Pemerintah Oaerah adalahPemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 
3. Bupati adalah Bupati Teluk Bintuni. 
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di baang perpajakan Daerah sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. 
5. Dinas Pendapatan Oaerah adaJah Oinas Pendapatan Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 
6. Kant°' Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni. 
7. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang 

melaku kan USMa maupl.Xl yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan lerbatas, 
perseroan komanditer, perseroan /ainny a, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Sadan 
Usaha Miik Oaerah (BUMDf dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutu an, perkumpulan, yayasan, organisas i massa, organisasi 
sosial politik. atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainny a termasuk kon1rak 
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Sadan, meliputi pembayar pajak, pemotong pejak, 
dan pemu,gut pajak, yang mempuny ai hak dan kewajban perpajakan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perllldangundangan perpajaka n daerah. 

9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seianjutnya disebut BPHTB adalah 
pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. 

10. Perolehan Hak atas Tanah darvatau Bangunan adalah perbuatan atau peristM'a hukum 
yang mengakibatkan diperolehn ya hak atas tanah oarvatau bar'lgunan oleh orang pribadi 
atau Sadan. 

11. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termast.i< hak pengelolaan, 
beserta bangunan diatasn ya, sebagaimana drnaksud dalam undang-undang di bidang 
pertanahan dan bangl.Xlan. 

12. N ilai Jual Objek P~ yang selanj utnya dising kat NJOP adalah harga rata-rata yang 
diperoleh dari · transaksi jual bei yang terjadi secara wajar, dan bilaman a tdak terdapat 
transaksi jual bell NJOP ditentuk an melak.Ji perbandingan harga dengan objek lain yang 
sejenis. atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti. . 

13. N ilai Perolehan Objek Pajak yang selanj utnya disingkat NPOP adalah besaran nilai/harga 
objek pajak yang dipergunakan sebagai dasar pergenaan pajak. 

14. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidek Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NPOPTKP 
adalah besaran nilai yang merupakan batas tertinggi niailharga objek pajak yang tidak 
dikenakan pajak. 

15. Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah darvatau Bangunan adalah dokurnen yang 
menyatak an telah terjadiny a pemindah an hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. 
Dokumen ini dapat berupa surat perjanjian. dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, dan 
lain-lain yang memiliki kekuatan hukum. 

16. Surat Pemberltahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disir:19 kat SPPT adalah surat yang 
digunakan untuk memberitah ukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkctaan yang terutang kepada Wajib Pajak. 

17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disebut NP'NPO adalah nomor yang 
diberi<an kepada Wajib Pajak Daerah sebagai sarana dalam adminis trasi perpajakan yang 
pergunakan sebagai tanda pengenal diri atau deotitas Wajib Pajak Oaerah dalam 
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah bardasarkan peraturan perunda'lgund 
angan perpajakan daerah. 

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disngkat SPTPD adalah surat yang 
Digunakan oleh Wajb Pajak untuk melaporkan penghitungan darvatau pembayaran pajak, 
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajbarr sesuai dengan 
ketentuan peraturan per1.11dang-unda ngan perpajaka n daerah. 

19. Surat Set°'an Pajak Oaerah, yang selanjutnya dising kat SSPD adalah bukti pembayaran 
atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formuir atau telah 
dilakukan derigan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh 
Buoati. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 



BABIII 
TATA CARAPENDAFTARAN AKTA PEMINDAHAN HAKATAS-TANNi DAN'ATAU 

BANGU NAN KE KANTOR PERT AN.AHAN 

Pasal 4 
(1) Wajib 'Pajak menghib.Jng dan mengisi SSPO. 
(2) SSPD sebagaimana drnaksud pada ayat (1) j.Jga merupakan SPTPD. 
(3) SSPD sebagaimana dmaksud pada ayat (1) wajib diisi. dengan jelas, benar dan lengkap serta 

ditandatangani oleh Wajb Pajak. 
(4) SSPD sebagaimana dmaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang 

ditun~.1k sebagai bahan untU< dilakukan peneitian/verifikasi. 
(5) Tata cara pengisian, benb.Jk dan isi SSPD adalah sebagaimana tercantum dalam L.ampiran 

I yang merupakan bagian tidaj< terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 
(1) Wajib Pajak menyiapkan dokumen te.rka~ Perolehan Hak atas Tanah dan/atal;I Bangunan. (2) 

Dokumen 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan dokurnen pendukung 
lainnya. 

Pasal 2 
(1) Wajib Pajak meng1Jus Akta Pemindahan Hak Atas Tanah danlatau Bangunan rnelalui 

Pejabat Pembuat Akta TanaM'Jotaris dan/atau Kepala kantor }'.SnQ membidangi pelayanan 
lelang negara'pejabat lelang sesuai Peraturan Perundang-undanga n. 

(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah!Notaris dan/atau Kepala kantor yang membidangi pelayanan 
lelang negar&'pejabat lelang melakukanpene'itian atas objek pajak yang haknya dialihkan. 

SABI 
TATA CARA PENGURUSANAKTAPEMINC»..,nAN HAK ATAS TANIY-i DAN/ATAU 

BANGUNAN 

20. Surat Ketetapan Pajak Oaerah Kurang Bayar, yang selanjutnya dising kat SKPDKB, adalah 
surat ketetapan pajak yang ri1enentukan besarnya jumlah pokok pajak, jLITllah krecit pajak, 
jumlah kekurang an pembaya ran pokok pajak, besarnya sanks i actninistratif, dan jLmfah 
pa;ak yang masih harus dibayar. 

21. Surat Ketetapan Pajak Oaerah. Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disngkat 
SKPO<BT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak 
yang telah dtetapkan. 

22. S1Jat Ketetapan P~ak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dising kat SKPDLB, adalah 
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak 
terutang. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihi~ yang selanjutnya dising·kat SKPDN, adalah Surat 
ketetapan p~ak yang rnenentukan j.Jmlah pokok pajak sama besamya de.ngan jt..mlah 
kredit pajak atau pajak tidak terutar,g dan tdak ada kredit pajak. 

24. Surat Taghan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk 
melakukan tagnan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. 

25. Bank Persepsi adalah Bank yang ditunjuk oleh Bupati Ufltuk menerima setorari penermaan 
Daerah. 

26. Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen legal penetapan 
pemindahan hak atas tanah danlatau bangunan dari sab.J pihak ke pihak lain. 

27. Risalan Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yang dbuat oleh Pejebat Letang 
yang merupakan akta cxenti< dan mempunyai kekuatan pembuktian sempuma. 

28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimp unan data obyek dan 
subyel< pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai keglata n penagihan pajak 
kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetcrannya. 



PasaJ 9 
(1) Penelitian/verifkasi SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) diakukan oleh 

Pejabat yang ditu~uk. 
(2) Pejabat yang citunjuk dapat memerintahkan petugas untuk membantu peneliian/verifikasi 

SSPD. 
(3) Penelitianf.l«ifkasi SSPD meiputi : 

a. penellianlverifika!i atas kebenaran i1formasi yang tercantlJTl dalam SSPD; 
b. penellianiwrifikasi atas kelengkapan dokumen pench.i<ung SSPD; dan 
c peneltian/verffikasi lapangan. 

BABV 
TATA CARA PENELITIAN I VERIFIKASI SSPD 

Pasal 8 
(1) Petugas Dinas Pendapatan. Daerah memberikan tanda terima penyampaian formulir 

peneitianrverifikasi SSPD yang sudah lengkap kepada Wajib Pajak. 
(2) Bentuk dan isi formulir penelitian SSPD adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan 8upati ini. 

Pasal 7 
(1) Wajib Pajak mengisi formullr penelit1an/verifikasi SSPD dan menyampaikan ke Dinas 

Pendapatan 
(2) Wajib Pajak menyta pk.an dokumai pendukun g untuk penelitiarvverifikasi SSPD, ya~ terdiri 

atas: 
a. SSPD; 
b. fotokopc identitas Wajb Parak (dapat ... rupa Kartu Tanda Penduduk/Surat tzin 

Mengemud i/Paspor); 
c. bukti pelunasan SPPT; 
d. surat Kuasa dari ~ajib Pajak (dalam ha! dikuasakan); 
e. fotokop oentlas Kuasa Wajib Pajak (calan hal dikuasakan); 
f. fotokopi Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga, dalam hal 

transaksi waris; 
g. fotokopi sertifi<at TanahtBukti Kepemilikan L.aimya; 
h. dokl.l'nEm pendukung lain yang diperukan seperti foto objek pajak; dan 
1. gambar denah lokasi. 

8ABIV 
TATA CARA PENYAMPAIAN SSPD 

Pasal 6 
(1) Kantor Pertanahan menelaah kelengkapan draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan disertai dengan bukti pembaya ran Pajak dan dok'-!11en lain yang 
dipersyaretkan serta kebenaran data objek parak 

(2) Kantor Pertanahan menyerahkan kembaJi draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah darvatau 
Bangunan l<epada Pejabat Pembuat Akta Tanah ur.tuk ditandatangani. 

(3) Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang telah dlandatangani 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada WaJib Pajak. 

Pasal 5 
(1) Pejabat Pembuat Alda Tanah menandatangani Alda Pem1ncfat1an Hak atas Tanah darvaau 

Bangunan setelah t«daftar pada Kantor Pertanahan. · 
(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah mengajukan pendaftaran Perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan dengan menyerahk an draft Alda Pemindahan Hak Atas Tanah 
dan/atau Bangunan disertai dengan buldi pembaya ran Pajak dan dokumen lain yang 
dipers1aratkan ke Kantor Pertanahan. 



(1)Wajib Pajak yang tidak menyetujl.i has,I Kertas Kerja PeneitianNerifik.asi sebagaimana 
dimaks ud dalam Pasal 11 ayat (3) dapat memohon secara tertulis kepada Pejabat yang 

Pasal 12 

Pasal 11 
(1) SSPD yang sudah clilakukan penelitiarvverifikasi dikembalikan kepada Wajib Pajak 

dilengkapi d~gan salinan Kertas Kerja Peneitian. 
(2) Apabila hasi peneltian/verifikasi SSPD tdak ada koreksi. maka SSPD akan dic:ap dan 

ditanda tangani oleh Pejabat yang d1tunjuk. 
(3) Apabila hasil penelitian/verlikasi SSPD ada koreksi dan disetujui oleh Wajib Pajak, maka 

SSPD ciperbai< i oleh Wajb Pajak 53suai dengan Kertas Kerja PenellianNerifikasi dan 
dikemb alik.an ke Dinas Pendapatan Daerah untuk dcap dan ditanda tangani oleh Pejabat 
yang ditunjuk. 

Pasal 10 
(1) PenelitianAterifi<asi SSPD dilakukan dalam jangka waktu palng lama 1 (satu) hari kerja 

sejak tangga: dnerimanya formulir SSPD untli< penelitian di tempat (aannistrasi) dan 
paling lama 3 (tiga) hari ker:Ja sejak d,terimany a SSPD untuk penelitian/verifikasi lapangan 
dan tidak dipungut biaya. 

(2) PenelitianNerifi<asi SSPD dilakukan dengan tujuan: 
a. mencocokkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dicantu mkan dalam SSPD dengan 

Nomor Oqek Pajak (NOP) yang tercantun dalam fotokopi SPPT atau bUdi 
pembayaran lainnya; 

b. mencocokkan NJOP bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD dengan 
NJOP bumi per meter pe-segi dengan basis data Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan; 

c mencocokkan NJOP bangunan per meter persegi yang dicantumkan · dalam SSPD 
dengan NJOP bangunan per meter persegi dengan basis data Pajak Bl.l'Tli dan 
Bangunan Perdesaan clan Perkotaan; 

d. meneliti kebenaran penghitungan Pajak terutanq yang melputi dasar pengenaan 
(.NPOP/NJOP), Nf>OPTKP, tarif, pengenaan atas obJek tertentu, BPHTB 1erUtang/yan g 
harus dibayar; 

e. meneliti kebenaran pengMungan BPHTB yang disetor, termasU< besarnya 
pengl.l'angan yang dhitung sendiri. 

(3) Kegiatan peneitian/verifikasi SSPD dilakukan dengan menggunakan formulir Kertas Kerja 
PenelitianNerifikasi, dengan unsur-unsur yang diteliti/diverifikasi antara lain: 
a Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Petugas 

peneliti rnencocokkan Nomor Objek Pajak (NOP) yang dcantumkan dalam SSPD 
dengan NOP yang iarcantum dalam fotokopi SPPT atau bukti pembayaran Pajak Bumi 
dan Bangu,an Perdesaan 'dan Perkotaan lainnya; 

b. besarnya NJOP tanah (bumi) dan/atau bangunan per meter persegi; 
Petugas peneliti mencocokkan NJOP tanah (bumi) dan/atau bengunan per meter 
persegi pada basis data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 

c. pengh~ungan NJOP; 
d peng,tungan BPHTB, terutama untli< meneliti kebenaran: 

1. NPOP, NPOP diisi dengan harga transaksi/nilai pasar, apabila harga transakslfnilai 
pasar tidak diketahui atau lebih kedl daripada NJOP maka NPOP disi dengan 
NJOP. Kecuaii perolehan hak karena lelang apabia harga tra~sl yang tercantum 
dalam risalM lelang lebih keci darosda NJOP maka NPOP diisi dengan NJOP; 

2. NPOPTKP; 
3 BPHTB yang terutang, dan 
4. BPHTB yang harus dibayar. 

(4) Oalam hal diperllkan penelitianlverifikasi lapangan, Pejabat yang ditunjuk rnenerbitkan 
surat tugas untli< petugas penelitiarvverlikasi lapangan. 

(5) PenelitianAt erifi<asi lapangan dilakukan untuk rnengetahui lcebenaran h<Vga. transaksi/nilai 
pasar yang cicantumkai oleh Wajib Pajak. 

(6) Formulir Kertas Kerja Penelitian/Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 
sebagaimana tercantum dalam Larnpran Ill yang merupakan bagian teak 1erpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 



Pasal 15 
(1) Kepala Dnas Pendapatan Daerah melaksanakan Penagihan Pajak dalam hal utang pajak 

sebagaimana tercantl.fTl dalam SKPDKB, sorta SKPDKBT, STPD, dan Surat Keputusan 
Pernbetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan 
Kernbai, yang menyeba bkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, tidak dikJnasi 
sampai dengan tanggal jatuh tempo. 

(2) Surat teguran sebagai awal tndakan pelaksanaan penagihan pajak, dikeluarkan 7 (tuj.Jh) 
hari k.erja sejak saat jatuh tempo pembayaran. 

(3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, W~ib Pajak harus mekJnasi 
Pajak yang terutang. 

(4) Surat tegll'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di<elu arkan oleh Pejabat pada Dinas 
Pendapatan Daerah sebagairnana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 16 
(1) Apabila ju111ah Pajak yang masih harus dibayar tdak dilunasi dalam jangka waktu 

sebagaimana ditentlJ< an dalam surat 1eguran, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih 
dengan'Surat Paksa. 

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh 
satu) hari sejak tanggal surat toguran atau surat pedngatan atau surat lain yang sejenis. 

Pasal 17 
Apabila Pajak Y,ang harus 'dibayar tidak dik.Jnasi dalam jangka wak1u 2 x 24 (dua kali dua pliuh 
empat) jam sesudah tanggal pernberit3hu an surat paksa dlterima Wajib Pajak, Bupati atau 
Pejabat yang ditunjuk segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. 

BABVII 
TATA CARA PENAGIHAN 

P.asal 14 
(1) Pajak yang mash harus dibayar dalam SKPDKB, SKPDKBT, · STPD, Surat Keputusan 

Pernbetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan 
jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunas i dalam jangka waktu paing 
lambat 30 (tiga pliuh) hari sejak tanggal diterbitkan. 

(2) Bentuk dan isi SKPOKB, SKPO<BT dan STPD adalah sebagaimana tercar.tum dalam 
Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 13 
(1) Pernbayaran Pajak dilakukan. di Kas Daerah atau Bendahara Penerinaan Oinas 

Pendapatan Daerah dengan menggunakan SSPD. 
(2) Apabila pernoayaran Pajak dilakukan pada Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan 

Daerah. hasi penerimaan Pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari 
kerja. 1 

(3) Pernbayaran Pajak yang menggunakan warkat seperti bilyet giro atau eek, atau dengan 
cara transfer, baru dapat dinyata kan sah apabila telah dibukukan pada Kas Oaerah. 

(4) Wajib Pajak yang telah rnernbayar lunas Pajaknya pada SSPO akan cficap dan 
ditandatangani oleh petugas penerirna pembayaran sebagai tanda bukti pernbayaran Pajak. 

BABVI 
TATA CARA PEMBAYARAN 

(2) Permohonan secara tertulis sebagairnana dirnaks ud pada ayat (1) hanya dapat diajukan 1 
(satu) kali dengan disertai data pendukl11 g dan keterangan harga transaksi/niai pasar dari 
pejabat di wiayah oqek pajak sebagai pertimbangan dalam Kertas Karja Penelitian. 

(3) Pejabat .ya~ diunjuk· dapat mengabulkan sebagian atau seluruhnya atau menolak 
permohonan Wajl> Pajak berdasarkan hasi penelitian ulang. 



Pasal 21 
(1) Atas permohonan Wajib Pajak, dapat diberikan pengurangan Pajak dalam hat. 

a. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak yai1u : 
1. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program pemerintah di 

bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis; 
2. Wajib Pajak Sadan yang memperoleh hak ban.: selain Hak Pengelolaan dan telah 

menguas ai tanah dan/atau bangunan secara f:sik lebih dari 20 (dua puluh) tahun 
yang dibuktikan dengan surat pemyataan Wajb Pajak dan keterangan dari Pejabat; 

3. Wajib Pajak orang prbadi yang memperoleh hak atas tanah danlatau bangunan 
Rumah Sederhana (RS), dan Rumah Susun Sederhana serta · Rumah Sangat 
Sederhana (RSS) yang diperoleh langsun g dari pengemban gan dan dibayar secara 
angsuran; 

4. Wajib .Pajak orang pribadi yang menerima hiba~ dari orang pribadi yang mempunyai 
hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan urus satu derajat ke atas atau 
'satu derajat ke bawah. 

b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan seoab-sebab tertentu yaitu : 
1. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari hasil ganti 

ru~ pemerintah yang nilai ganti rugnya di bawah NJOP; 
2. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas tanah yang 

dibebaskan oleh pemerintah untuk kepenti ngan LmUm; 
3. Wajib Pajak Sadan yang terkena dampak krisis ekonomi dan moneter yang 

berdampak uas pada kehidup an perekonomian nasonal sehingga Wajb Pajak 
harus melaku kan restrukturisasi usaha darv atau utang usaha sesuai dengan 
kebijaksana an pemerintah; 

4. Wajib Pajak Sadan yang melakukan Penggabungan Usaha (merger) atau 
Peleburan Usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa terlebih dahuk.J mengadakan 
lkui dasi dan tel ah memperoleh keputus an persetujuan penggunaa n N ilai B uku 
dalam rang<a penggabungan atau peleburan usaha dari Direktur Jenderal Pajak; 

BABVII 
TATA CARA PENGURANGAN PAJAK 

Pasal 19 
Setelah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Letang (KPKNL) menetapk an hari, tangga~ 
jam dan tempat pelaks iY\aan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis 
kepada Wajb Pajak · 

Pasal 20 
(1) Bupati atau Pejabat yang ditun)Jk dapat menetapkan jadwal waktu tindakan penagihan 

pajak yang menyim pang dari jadwal w~tu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 15, Pasa/ 16, Pasal 17 dan Pasal 18, dengan memperhatikan situasi dan 
kondisi. 

(2) Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilalo..J kan 
oleh Pejabat dengan mengelllcl rkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan 
Sekaligus. 

(3) Terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Surat Peri'ltah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2). segera dilaku kan tindakan penagnan pajak dengan Surat Paksa, Surat Perintah 
Membaya r Pajak, serta permintaan penetapan tanggal dan tempat pe~langan, tanpa 
memperhatikan tenggang waktu yang telah ditetapkan. 

Pasal 18 
Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Sur~t Perintah Melaksanakan 
Penyitaan, Wajib Pajak belum )Jga melunasi utang Pajak, Supati atau Pejabat yang di1unjuk 
mengajukan permintaan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Letang (KPKNL) 
untuk melaksanakan lelang. 



Pasal 23 
(1) Kepala Dnas Pendapatan Daerah atas nama Bupati, dalarn waktu paling .larna 6 (enam) 

bulan sejak tanggal diterimany a surat permohonan harus memberl< an keputusan atas 
permohonan pengurangan Pajak yang diajukan Wajib Pajak. 

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan sebagia n 
atau ~uruhnya atau menolak permohonan Wajb Pajak. . 

(3) Apabila dalam waktu sebagaimana dinaksud pada ayat (2) telah lewat dan Kepala Dinas 
Pendapatan Daerah atas nama Bupati tidak rnemberikan suatu keputusan, maka 
permohonan pengurangan Pajak yang diajukan dianggap dikabulkan. 

Pasal 22 
(1) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan Pajak secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia dengan disertai alasan yang_ jelas kepada Bupati up. Kepala Dinas Pendapatan 
Daerah. 

(2) Pengajuan permohoncr1 dapat dilaku kan : 
a. secara langsung; atau 
b. melall.i pos dengan bukti pengiriman surat 

(3) Atas penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dmaksud pada ayat (2) 
huruf a, dberikan tanda bukti peoerirnaan surat. 

(4) Bukti pengirinan SlJ'at sebagaimana dimaksud pada ayat (2). hlJ'uf b atau tanda bukti 
penerimaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti penerinaan 
permohonan. 

5. W~ib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan/ atau oangunct11 ye11 I'd u ..... " 

berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau sebabsebab lainny a 
seperti kebakaran. banjr, tanah longsor, gempa blrni, Ql.l'lll'lQ meletus, dan 
huruhara yang terjadi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) blJan sejak 
penandatanganan akta; 

6. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional 
Indonesia (TNI). Polisi Republk Indonesia (POlRI), Pensunan PNS, Pumawirawan 
TNI. Pumawircr.van POLRI atau janda'duda-nya yang memperoleh hak atas tanah 
darv'atau bangunan rumah dinas Pemerintah; · 

7. Wajib Pajak Sadan Korps Pegawai Republi< Indonesia (KORPRJ) yang memperoleh 
hak atas tanah darv'atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi anggota 
KORPRltPNS; 

8. Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia· (KORPRJ) yang memperoleh hak 
atas tanah dan/ atau bangunan dalam rangka pengadaan pen.mahan bagi anggota 
KOR PRI/PN S; 

9. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari perusahaan asuransi dan reasuransi yang 
memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan yang berasal dari perusahaan 
i"lduknya selaku pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan dari pelaks anaan 
Keputusan Menteri Keuangan tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan AslJ'ansi 
dan Perusahaan Reasuransi. 

c. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk kepentingan sosial atau pendidikan yang 
sematanata tidak untli< mencari keuntungan antara lain untuk panti asuhan, panti 
jompo, nmah yatim piatu, sekolah yang tdak ditujukan rnencari keuntungan, rumah 
sakl swasta milik instlusi pelayanan sosial masyarakat. · 

(2) Besarnya pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan sebagai 
berikut : 

a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajb Pajak 
sebagaimana dimaksuc! pada ayat (1) huruf a angka 3; 

b. seoesar: 500/o Oima puluh persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 4, huruf b angka 1, 
angka 2, angka 5, <Ylgka 6 dan angka 9 serta huruf c; 

c. sebesar 75% (tujuh puluh Ima persen) dari pajak yang terutang untuk Wajb Pajak 
sebagaimana dimakstxl pada ayat (1) huruf a angka 1, oan huruf b angka 3 dan angka 7; 

d. sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang terutang untuk Wajib Pajak 
sebagaimana dimakstxl pada ayat (1) huruf b angka 4 dan angka 8. 



Pasal 27 
Pada saat Peratur.v1 Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 1 O Tahun 2011 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten Teluk Bintuni Nornor 9 Tahun 2011 Teriang Bea 
Perolahan Hak Atas Tanah dan Bangunan dnyatakan dicab.Jt dan tidak ber1aku. 

BABX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 26 
(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusai atas permohonan 

pengembalic.Vl kelebihan Pajak dalam jarqka wakb.J paing lama 12 {dua belas) b.JlcM'l sejak 
tanggal dnerinc.V1ya permohonan .. 

(2) Apabila dc:Mam jangka waktu sebagaimana dmaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati 
atau Pejabat yang dib.Jn),Jk tdak memberi suatu keputus an, permohonan yang diajukan 
oleh WajiJ Pajak dianggap dkabulkan dan Bupati atau Pejabat harus menerbitkan 
keputusan sesuai dengan permohonan yang diajukan. 

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak diakukan dalaryi waktu pc:Ming lama 2 {ciJa) 
bulan sejak citerblkannya SKPDLB oengan rnenerbi1kan SU"at Peririah Membayar 
Kelebihan Pajak (SPMKP). 

(4) Bentu'< dan isi SKPDLB sebagaimana tercanb.Jm dalam Lampiran VI yang merupakan 
bagic.Vl tidak terpisati<cM'l dari Peratuian Bupati ini. 

Pasal 25 
(1) Wajib Pajak mengaju'< an permohonan pengembalian kelebihan Pajak secara tertulis dalam 

bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas dengan melampirkan SSPD yang 
sudah terverlikasi kepada Bupati up. Kepala Dinas Penclapatan Oaerah. 

(2) Pengajuan permohonc.Vl dapat dilakukan : 
a. secara langsun g; atau 
b melalui pos dengan bukti penginman surat 

(3) Atas penyampaian permohonan secara langsung sebagaimana dinaksud pada ayat (2) 
huruf a. di:>erikan tancla bukti penerimaan surat. 

(4) Bckti pengrmc.V1 surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau tanda bukti 
penerirnaan sllat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupaka, bukti perermaan 
permohonan. 

Pasal 24 
(1) Kelebihan pembayaran Pajak terjadi apabila . 

a pajak yang dibayar temyata lebn besar dari yang seharusnya terutang; 
b diakukan pembayaran Pajak yang tidak seharusnya terutang. 

(2) Utang Pajak adalah p'3jak yang masih harus di:>ayar termasuk sanks i adminis trasi berupa 
bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dctlam sirat ketetapan pajak atau surat 
kepub.Jsan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-ondangan perpajakan daerah 

(3) Dalam hal akta jual beli telah ditandatangani namun karena suatu hal, kedua belah pihak 
penjual dan pembeli sepakat untuk membatalkan jual beli tersebut, maka atas Pajak yang 
telah di:>ayar tersebut tidak dapat diminta kembali (tidak dapat direstitusi), karena dalam 
jual beli saat terutangnya J:>ajak adalah sajak saat dbuat dan dlandatangannya akta 

BABIX 
TATA CARAPENGEMBAUAN KELEBIH/1.NPEMBAYAAAN PAJAK 
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( GUST AF MANUPUTTY} 

Diundangkan di Binturu 
pada tanggal I I Maret 2016 
Pit. SEKRETARIS DAERAH KAB TELUK BINTUNI 

I 

( ISHAK 

Ditetapkan di Bintuni 
I pada tanggal I I aret 2016 y 
Ji. Pj. BUPATI LUKBINTUNI/ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatamya dalam Serita Daerah Kabupaten Teluk Bintuni. 

Pasal 28 
Peraturan Bupati ini mulai ber1aku pada tanggal diundangkan. 

8.A.B XI 
KETENTUAN PENUTUP 



PETIJNJUK l"t:NGISIAN SSPD BPHTB 

1 Formukr ini lerdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertarna diterima Wajib Pajak (WP) Nbagai b!Jki pemt:eyaran; 
Lembar kedua diterrna PPAT/Notaris, Lembarkeigaditerima Kepala Kanter Pertllnah-, Kabupaen TelukBlnlll'II; 
Lembar keempat diterma Bidcl'lg Pc:1jak Daerah melalu Wajt, Pajak (:NP); Lembar kelima dlterma Bank Yang 
DitunilJ<; dan Lembarkeenam diterima Bidcl'lo Pembukuan dan Pela>oran/ Bendahara Penerimaan 

2. lsilah SSPD BPHTB ini denaan huruf cetak kaoital at.au diketik. 
3. Gunakan sau SSPO BPHTB untuk setiao setoran dan setiao ienisoerolehar, hakatas tanah darlatau bamuoan 
4 Formuir n, dapet juga digurek.an unuk pembay,nn alas suatu pembelullln a tau pengungkapa, ketidakbenaran 

perghrunoan WP. . 

CARA PENGISIAN: 
HURUFA Disi dengan data WP 

Anoka 1 s.d anQka 7 
t.;uku0Je1as 

HU RUF B Oiisi dengan data dan iens oeroleha n hak atas tan ah dan atau bangunan 
Angka 1 
Diisi dengan Nomcr Oojek Paja<. (NOP) yang ercanum dalam SPPT PBB atas lanah danatau 
banQuian yang bers atckutan. 
Anoka 2 s.d anqka 6 
Dii!li denaan lelak tanah darla1au bamu,an van a haknva di=roleh. 
Angka 7 s.d angka 13 
Merupekan label untuk perghitungan NJOP PBB atas lanah darlatau bargu,an yang haknya 
diperdeh. Pada koiam an!j<a 9 dan 10 agar disebutkan Tahu, SPFT PBS saat terjaclinya 
perolenan. Dalatn hal NJOP PB8 be um di\!lt~kan A:>ellm ada SPFT PBB angka 9 dan angl<a 
10 diisi berdasarkan surat Keteranoan NJOP PBB. 
Anoka 14 
Disi dergan harga transaksr yang terjad/harga tansaksi yang tercantum dalatn Risalai 
LelallQ/nlai pasar objek ersebut 
Angka 15 
Diisi dengan kode ieris oerdehan hak alas tanah dan bangunar\ sebaoai beri<Ut: 

Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak Kode Jen is Perolet-en Hak Kode 
Pemindahan Hak • Pemasukandalam 06 • Pemekaran Usate 12 

JualBeli 01 perseroan Ibadan • Hadah 13 
Tukar Menukar Cl2 hukum rannva • Pe role ten hak Ru mah 14 
Hi bah co . Pemisahcr, hak vano 07 Sedemana Sena dan 
H1oan vvas,at 04 menaakibat;<an oeralihan K::>S melalUI N"R 

. wans Cf> . Penuniukan oembeli 08 bersubsidl ri 
dalam lela'la . Pembl!rian hakbaru 15 

. Pelaksanaan outusan 09 • Pembs"ian hak baru 16 
hakim vana memounvai sebaaa kelaniutan 
kekualan hukum tetap oe leoasan nak . PenQoabu,Qan usaha 10 • Pemb«ian hak baru 17 . Pelebaran usara 11 diluar peleoaasn hak 

') Oaam hal Perolehan Hak Ru mah Sedernana Se hat (Rs. Seha/RSH) sebagaimana dan rum ah Susun Sedemana 
yang dilakukan melalui Kred~ Pemilikan Rumah berstbsidi (KPR bembsci) mengacu pada ketentuan yang 
ditetapkan oleh Pemerintah. 

Anaka 16 
Diisi denoan nomcr sertikat alas tanah dan a tau barnunan bersanaculan. 

HURUFC Diisi dergan akumulasi atas nila1-rnlai perolehan hak yang perreh diperdeh sebeumnya. 
Untuk mend.Jkung angka ni, dapat dig..irekan lemosr tambaten untuk menU"ljukkan delai 
perhitungan. 

HU RUF D Oiisi dergan penghillngan Bea Perolehan alas tanah dan Banguren (BPHTB) oleh WP. 
Oalam hat SSPD BPHTB digunakan untuk setoran berdasarkan STPD/SKPDKBISKPCl<BT 
sebaoaimare hunt E.b atau berdasarkan hunt E.c huruf C tidakperlu diisi. 
Angka 1 
Niei Perolehan ():)jek Pajak (NPOP) diisi dergan harga tansaksVnilai pasar objek pajak 
sebagaimare hun.t B angka 14. Namun, dalatn hal NPOP tersebl.t tidak dik.etahti alau let:ih 
rendah dari NJOP PBB maka NPOP diisi dengan NJOP PSS sebagaimana hun.t B angka 13. 
Dalam hal WP yang bersaigkulan pemah menerima peralih.in hale, mal<a angka NPOP ini 
harus mempe<timbangkan akumuasi ini, jika akumulasi sebeh..mnya belum perreh dikenai 
BPHTB maka NPOP dihitum seba:ia oeniunlc:'lhan dernan akumulMi ini. 
Angka2 
Diisi sesuai dengan besamya NPOPTKP (inforrnasi mengenai besernya NPOPTKP dapet 
diperdehmolalui Dinas Pendaoetan Daerah Kabunlten Teluk Bintuni). 

A TATA CARAPENGISIAN SSPD 

TATA CARA PENGISIAN, BENTUK, DAN ISi SSPD 

Peraturan Bupati Tek.Jk Bntt.ni 
Nomor 19 Tahl.l'l 2016 

Tanggal 11 Maret 2016 

l.ampiran I 



Anoka3 
CukuoJelas. 
Anoka4 
Diisi denoan has~ oerl(afian antara NPOPKP lanoc.a 3) de roan tarif paJak sebesar 5 %. 
Anoka 5 
C ukuo Jelas. 

HU RUFE Diai dergan membE!'i tanda x pada kotak yang sesuai derga, dasar aeora\g VI/P 
melakuka, setoran oaiak.. 
Hurufa. 
iika setoran akan dilakUKc1n sebaoa,mara hun.l C. 
Hurufo. 
jika setoran dilakukan tidak menoounakan perhii.mgan d, huruf C, tetapi menggunakan Surat 
Tagihan Pajak Daerah BPHTB (STPD), Surat Ketetapa·n Pajak Daerah Kurang Bayar 
{SKPDKAI atau Surat Ketata~n Paiak Daerah Kurana BavarTambahan (SKPDKBT\. 
Hurufc. 
jika VI/P memenuhi syarat IBrtentu untuk mendapatkan pergurangan dari jumlah yang 
seharusnvaada dihurufC. Diisi denoan orosentasesesuii denoan keteni.Janvano berlaku. 
Hurufd. 
Jika terdapat dasar/l<etentwn lain selain huruf a, hun.t b,. dan huruf c, sepe-ti setoran 
berdaaarkan SK Pembetulan I SK Keberatan I Putusan Bandng I Putuaan lain yang 
menvebat>kan iumlah oaiak vano harus dibav.r berbeda ceocan vana lertera di HURUF C. 

BAGlAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi mempematxan HU RUF 0-4 dan oilhan oada HURUF E 
Jika E-a dioilih. maka iumah se oran menQQlllakan D-4. 
Jika E-bdioiih, maka iumahsebran sejtrol.tl nilai ~angdi!!talaksn di E-b. 
Jika E-cdiciih maka iumah sebran menocm akan 0-4 dikai<an de roan orosentaaevana dinvataka, di E-<:. 
Jika E-<l di>iih, maka iuman sebran sejtrolah nilai yang dinvalaka, di E-<l 

Jumlah aetoran '9~but diisi denoa, and<a (dalam kola kl dan huruf loada baaan vane dhnir). 

Catatan Dalam hal BPHTB yang seharusr-,,,a erutarg nih~ (nol), maka WP tetap mengsi SSPD BPHTB 
deng.wl membe-ikan keterangan NIHIL pada bagian JUMLAH SETORAN. SSPD BPHTB nihil 
cukupdiketahu oleh PPATiNotaris dengan menaidatarganl kolan yang lelah disediakan(WP 
tidak oeru ke Bank Yana Dituriuk/Bendahara Penermaenl 



[ SURAT SETORAN PAJAKDAERt\H BPHlB I.ember 1 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
LAMB ANG BEA PE ROLE HAN HAK ATAS TANAH DAN 9ANGUNAN LEMBAR1 DAE RAH (SSPO BPHTB) 

Unit.* Wajlb Pliak 

Dinas Pendac:atan Oaerah Y..abl..[)alen Teluk Bintuni 

Perhatian: Bacalah peturiu~ penc:iiaian pada heiaman belakana lembar ini ~rtebihdahulu 

A 1. Nama Wajb Pa1ci( . ................................................................. _ ..................... ,_,,, .................... _,,, ... 
2. NPWP I I I I I I I I I I I I I I 3. Ala mat Waiib Paiak . ........................ ·-··· ............................................... ·-········ -···-············· -···h•••··· 
4. Ke llra ht M<am oun g . ......... ·-· ............ - ......................... I 5. Kecametan/Oatrik : ........................ e. l(..Sbl..[)alerv"ota . ............................................ -· .... I f. I\OOe f-'OS . .... ············ -········ 

8. 1. Nomor Obiek Paiek {NOP) PBB I I I I I I I I I 
2. Letal< Tanltl dan BanO.Jnan . ·············-·········. ······-···-······················ .. ··· .. ···-········ .. ···-········-··· .. ···-·· 3. Kehrat-eM<ampung . . .. ~ ......... -·· .............. I 4. Oisrik . ............................................ 
5. l<abLOaten . . .... ....... .... .... ....... .... I 6. Kode Pos . .. ··- ........ _ ...... ··- ....... ·-· ··- ... 
PendlitunQ!n N.'OP PBB: 

Lu:as N.OPP88 /m• 
Ura~ (Dilsi kJas lMMhdarvatau (Dilsl berdasarlcan SPPT PSS 

Luasx NJOP P8Bf rn1 bang.ma, )8ng hakn)4l tanrn terjldinya perolehErl h1k I 
dioerolehl Taiun ............ ) 

Tanirt la.JITVI 7 ITT' 9 l Rp. 11 J RD. en ... • 7 x anCWUI. 9 SanwMn 8 ,nl 10 I Rp. 12 I Ro. an<*a 8 x anac.a 1 o 
NJOP PSB: 1J .1 l<O. an<*a 11 x analca 12 

1-4. Harga Transak!!i.'Nlei Paall' Rp. 
15 . ..enis Peroeha'I t-ek atas tanahdarvatau bano.ma,: l 
16. Nomor Sertffikat : I 

C. AKUMU..ASI NILAI PEROLEKA.N HAKSEBELLMNYA Rp. 
0. PENGHITUNGAN BPHTB Hanva diisi berdasal'l(en penqhitunQ!lnWalib Paiak) 

1. Nilai Perolehan aijek Paja< (NPOPl memperhaikan nilai pada B.13. B.14. dan C 1 Rp. 
'L. Nila, Peroienan voJet< r-aJa< Tidak Mna P8Jat( (Nl"'Ut' 1 t<.t') memperttatrkan n1181 2 Rp. 

oadaC 
3. Nilai Perolehan aiiek f'llici( Kena Pai a< (NPOPKPl i anQka 1 araka 2 3 RP. I 4. Bea Perolehan HakAtas Tanah dan Bano.,nan yana Terutarc I 5 % x lfllka 3 4 Ro. 
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Banwnan va_rig harus di bavw . 5 RP . 

E. Jumlah Sen,.., Berou.rkan: 
a. Perhitungan Wajb Paja< 
b. STPD BPHTB/ SKPDKB/SKPOKBT) I Noma: Tani;gal: 
c. Pen11Jraigandihiturg sendri rnenjadi : I I I 
d. .. ............................. ·-· ........... ·- 

JUMLAH YANG DlSETOR Denoan Anoka): I ldenoan huruf): 
Rp. 

(bercilsarkan n111Munaan 04 dan Ollihan di El 

J Coret vano tidak oe™ 

.......... tgl ............ 
WAJB P~K/PENYETffi MENGETAHUI: Tela, Oiverifikaai DITERIMA OLEH · 

1-'t'AIINUIAKI::, U1Spenda f\aD. tetu( t,n11.r11 I t:Mt'Al rcmo"1 
BPHlB 

Teng;ial : ..•.........• 

.... .. . .... ·-· ··- ........ -· .... ... -· ··- ........ -·· ·-· ......... ... -···-···· .. ·· ........ ··- .... .............. - ... - .............. 
Nama lengkap dan tarda Nama le~kap dan tarl'.!a Name le~lu!p dan landa N.nalellJlu!p dan tanda 

lanaan lanaan llW'laan llW'IQM 
I 

Hanya dlisi oleh Nomor Dolovm en I I I I I I I I 1 I I 
Pett.gas Dinis Perl18')ata, Deenh 
Kab. Teluk BlniJni NOPPB8 beru I I I I I I I I j I I 

B. BENTUK DAN ISi SSPD 



SURATSETORANPAJAK DAERAH 
LAMBANG BEAPEROLEHANHAKATASTANAHOANBANGUNAN LEMBAR2 
DAE RAH (SSPO BPHTB) 

UntukPPAT/Notaris 
--•g1•••1P 

Dmas Pendapetan Daerah Kabt.paten TelukBintuni 

Perhatian: Bacaleh peturjuk pengisianpada halaman belakang I ember ini erfeh1h dahulu 

A 1 Nama Waiib Pajak . ··········-···-········-········ .. ········-········-········-······· -···-···· .. ··-··········· .. ·····-··········· 2. NPWP I I I I I J 1 I I I I I I I I ..,, Alan,., W8flb PajaK ....... ···-·············-······· .. ,, ................... ,,,_, ___ ,,, .. ,,,_,, ........ , .. _,,, .... ,_ .. , .................. 
4. Keh.rahanA<ampuna .......... ·-· ........... ·- ..... ········ ........... I 5. Kecamatan/Clstrik: ........................ 
6. Ka b l.l) ate n/Kota .......... ·-· ................... ········ ............ l 7. Kode Pos . ·-············· .......... 

B. 1. NomorObjek Pajak (NOP) PBB I 1 I J I I l I I I 2. Letak T•nah dan Bang.inan . ............. -·· .......... -·· ....................... ········ ............ ········ ............................. 
3. Ke h.ra ha M<am oun o . ......................... ...... I 4. Distik . ............. -····- ....................... 5. Kabu,aten ................................. i 6. Kode Pos .............................. -·· ........... 
Peng,itunarn NJOP PBB: . 

Luas N~PPBB l ttv' 
Urai.i (Diisi luaa tanihdarvatau (Diisi berdasarkan SPPT PSB Luaa x NJa> PSB I m2 btlng..in1n ')eng hakn)e tah.Jn terjldinya perole~ hak I 

diof!raeh) Tltlun ............ ) 
Ta nan ( aimi) 7 rrr 9 I Ro. 11 I Ro. an<Jiia 7 x an ...... 9 
Bang.iren 8 rrr 10 I Ro. 12 I Ro. angka 8 x ancaa 1 O 

NJ,... .-nB: 13 I Ro. 1tn1Ia 11 x arnkA 12 
14. Haroa Transaksi/Nlai Pasar Ro. 

15. J?nis Pernehari l'l!k alas tarehdarvatau banouna,: I 
16. Nomor Se rtfflkat : I 

C. AKUMU.ASI Nil.Al PEROLEHI\N HAKSEBELWNYA Rp. 
D. PEN1..;HITUNGAN BPHTB {Hanya diisiberdasari\an oenghitunganWaiib Paiakl 

1. Nilai Perolehan Objek Pajak {N POP} memt!«halikan nilai ~ada B.13., 8.14. dan C 1 .RP. 
2 Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai 2 Rp. 

padaC 
3. Nilai l"erolehan uoiek Pail!k Kena Paiak <NPOPKP) J &rJilka 1 8rJi1K8",/. 3 R_Q. 
4. Bea Pe<olehan Hak Alas Tanah dan Ba.ig.inan ~a~ Teru1arg I 5% xangka3 4 Rp. 
5. Bea Perolehan Hak ataa Tanah dan Banornan vano hares di b~ar 5 Rp. 

E JumlahSet>rari Berdasarkan: 
a. Perhitungan Wajb Pajd( 
b. STPD BPHTA/ SKPOKB/ SKPDKBT) I Noma: Tanooal: 
C. Peng..,ra,gan dih~urg sendri menjadi. I I I 
d. . .......... ·-· ··- ........................... ·- 

JUMLAH YANG DISETOR Dengan Angka) · I ( de n_gan h uruf) : 
Kp. 

{berdasarkan oertiitunoan 04 dan pilihan di El 

"') Coret vano tidak D81lJ 

........... tgl ·········-· 
WA.JS PA.Jo\K/PENYETU< MENGETAHUI. Telltl Dlverifikasi . OITERIMA OLEH : 

PPAT/NOTARIS Olapenda Kat>. Tell.ii Bintunl TEMPATPEMBAYAR.AN 
· BPHTB 

,angga, : ..•.........• 

...... .... ... . .... ..... ... -· ··- ... - ............. -·· ·-· ........ ... ·····-·••00000 ............... ····- ....... ·-· .. _ ............. Nama lengkap dan tarlda Nama lerJilkap dan tarn a Nana lert,1kap dan !and.a Nsnaler(lkap dan land.a 
I.moan tangan taiaan t.aiaan 

I 
Ha nya dlsi oleh Nomor Dol<um en I I I I I I I I I I I 
PetugaaDiraa Pernapata, Dilllerah 
Kab. T6k.ik Blnl.lni NOPPBB beru I I I l I I I I l I I 

I SURAT SElORANPAJAKDAEAAHBPHlB Lermar2 



SURATSETORANPAJAK DAERAH 
LAMBANG BEAPEROLEHANHAKATASTANAHDANBANGUNAN LEMBAR3 
DAE RAH (SSPO BPHTB) 

Urtuk Kepala Kslta . Pllrtlnltlan 

o,nas Pendacetan oaerah Ka bl.Paten Teluk Bintun, 

Perhatian Ba-::alah oetunuk oenailian oada ~alaman belakana lemberin, ~rlebihdahulu 

A 1 Nama WaJib Paia< .. ... ·-· .... ······ ..... - . ........... . .... -···-· ..... -·· ·-···- .. . -····· 2 NPWP I I I I I I I I I I I I I I 
3 Ala mat Wa11b Pa,81< .. - ... ....... . .................. ·- -·· ·-- ... . •.......... ... . -·-···· 4 Keh.rateM<amouna . . ... .......... ··-·········· . ·- .. I 5. Kecamatan/Ostrik : ...•...•........•...•.. 
6. Kabuoaten/Kota ................ ... . .. ·····-· ......... I 7. Kode Pos . .... ················ ··- .. 

B 1 Nomor Ob,ek Pa1ak (NOP) PBB I I I I I I I I I I I 
2. Let.it T1nah dan B1n!)Jnan . ... . ...... ·-· ... '"' - . -· ··- ................ ····· -···-···- ........ - ............. ·-· ··- .. 
3. Kehn t-e M<am ounQ . ... ..... -···-· ......... I 4. Oistik . ........................ ······ ·-········ 
5. Kab1.1>aten .... . . . . ·- .. ...... I 6. Kode Pos . , ............. -·· .. ··-· . -···-· ....... 
Panct,itunQ:tn NJOP PBB 

Lua N.OP PBB Im' 
Urail!n (()isl luas tanah darYa~u (Olis• berdasarkan SPPT PBB luaa x NJ()) PBB I m2 bangun;r, ~ng h8'mya \al"f.Jn\erjadinya perolehan hak I 

dloeraeh) Tctiun ... .) 
ana'l f~rn) 7 ITT" 9 I Hp 11 I KD. enc.a 7 x anaui v 

Bancuran 8 rrr 10 I Ro 12 I Ro. anaca 8 x ant9UI 10 
NJ<Y PBB 13 I Ro 1naca 11 x anakl 12 

14 Haroa Transak&i/Nlai Paaar Ro 
15. JenlS Peroen!W'I hlk ataa tanah<Jarva1au benoun8'l · I 
16. Nomor Sertif~: I 

c AKUMU.ASI NILAI PEROLEHA.N HAKSEBEllMNYA Ro 
0 PENGHITUNGAN BPHTS Hanya d1isi berdasar1<an penghltung3n W111b Pajak) 

1. N1la1 Perolehan uniel< Paiak INt-'VPl memoe-haikan nila1 oada B.13 B 14. dan C 1 Ro. 
2 Nilai Perolo:than ObJel< Paja( Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) :nemperhallkan nilai 2 Rp. 

padaC 
3 N1lai Perolenan Obiek Paiak Kena Paiak CNPOPKPl I angka 1 l'llkl 2 3 Ro. 
4. Bea Perolehan HAk AtAA Tanah dan Banornan vana Terutaro I 5 % x angka 3 4 Ro. 
5. Bea Perolehan Hak 1tas Tanah dan Bano..inan vana harus di bavw 5 Ro. 

E JumlahSet:>ra, Berdasarkan: 
a Perh~ungan Wajb PIJak 
b. STPD BPHTEV S~POKB/ SKPOKBT) I Noma: Tang;ial: 

·c. Peng..ira,gandihitu~ sendri menjadi: I I I 
d. . .............. ··- ...................... _,, ... 

JUMLAH YANG OISE TOR (Oenaan Anoka) I (denaan hurufl. 
Rp 

berdasarkan oertutunaan 04 dan 041ihan di E) 

) Cora vana tidlk 081\1 

... .. tat . ..... 
WA.JB PA..lo\K/PENYETOO MENGETAHUI : TelM Olverifika11 : OITERIMAOLEH: 

r'r'I'\ l.'NVI N<.l:S U11penaa l\ao. telti( l:j(lllfll ICMl"AI -· ·- .. rl'.rn 
BPHlB 

Tanggal. .•.......• 

.................................. ... ... .... . ...... _ .. ,._, .. -· ............ -· .......... ............. ,_,,,_ ........ -·· 
Nama lengkap den taroa Nama lengk"1 dan taro a N .ma lengkap din tanda Nam11erokap din lllndll 

tangan tangan IIW'IOln lanQS'I 
I 

Hal'lfcl (jjsl oleh NomorDokumen I I I I I I I I I I I 
Peh.gasDirea Peroapata'l Daerah 
Kab Teluk Blnllnl NOPPBB beru I I I I I I I I I I I 

I SURAT SETORAN PAJAKOAERAH BPHlB Lerrb1r 3 



. 
SURATSETORANPAJAK DAERAH 

LAMBANG BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN LEMBAR4 
DAE RAH (SSPO BPKTB) 

Untuk Bt:larg Pajak 
D•l'lh 

Oinas Pendaoatan DaS"ah Kabi.paen Teluk Bintuni 

Perhatian: Bacalah petunuk penaisian Dada halaman belakano lemberini _,rlebihdahulu 

A. ,. Nama Wa11b Paia< . ....................................... .. ·-····· ... -·· .................................... ·-· .... ········ ... ··- ...... 
2. NPINP I I I l I I l I I I l I I I 
3 ..AJamat Waiib Paiak . ......... ..................... • ....... . ............ -·· ............................................................... 
4. Kelu-arenA<amouna ......................................... .......... I 5. Kecamatan/Ostrik: ···-···-····· .. ·-······· 
6. Mbl()aen/Kota ......................... ·-····· ............ ·-· .... I 7. t<;ode Pos . ................ -········ 

B. 1. NomorObjek Pajak (NOP) PBB I I I I I I I I I I 
2. Letal< Tanlltl C1.Bn Banwnan . ....................................... ········ ....................... ··-········ ............... -···-· ··- .. 
3. i<e I U"8 ta M<am oon g . . ..... ......... .. . .. . ... . ... -·· I 4 . Distik .................................. ,_ ........ 
5. Kab1.J>11ten .......................... -·· I 6. Kode Pos ... ··- ............ ·-· ........... ·-· ··- ... 
~n~tutunqan NJOP Ptsts: 

Luas N..OP P88 /m' 
Uraian (Oiisi luaa tarehdi)rvatau (Diisi berdasarkan SPPT PBS Luas x NJOP PBS I rri2 benguncTI )lllng hailn)III tah.m terjradinya perolehan hak I 

dioeraehl T.tiun ........... l 
Tanltl (&Jrn) 7 rrr 9 I Rp. 11 I Rp. anaut 7 x anaut 9 
l::!ang.,inan 8 ITI" 1U I t-<P. u I "P· an(J(a 8 x ani.uii 1 u 

NJ<Y l-'68: 13 I Ro. an~a 11 x arolca 12 
14. Haroa 1ransauuNla1 l"'asar l"IU. 

15 . ..enls Peroeha'l hak ataa t.Rnahdarvatau bancuna, · I 
~. Nomor Sertlfikal : I 

C. AKUML.\.ASI NILAI PEROLEHAN HAKSEBELL.MNYA Ro. 
D. PENGHITUNGO.N BPHTB Hanva diisiberdasarkan oenohitunainWailbPaiak) 

1. Nilai Perolehan Obiek Pajak (NPOP) memperhaikan nilai pada 8.13. B.14. dan C 1 RP. 
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidstk Kena Pajak (N POPTKP) memperhatikan nilai 2 Rp. 

oadaC 
3. Nllai Perolehan Obiek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) I arYJka 1 81'Y,lk82 3 Rp. 
4 .• Bea Perolehan Hak At.as Tanah dan Banornan vanQ Terutarg I s"' x arYJka 3 4 Ro. 
5. Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Sano.man vana han.s di bav• 5 Ro. 

t:. JumlahSet>ra, Beroasarsan : 
a. Pertiitungan Wajib Pajak 
b. STPD BPHTB/ SKPDKB/ SKPDKBT ") I Noma: Tanmal: 
c. Peng.Jra,gan dihitut11 sendri menjadi : I I I 
d. . ...... -·· ·-· ............ -···-········ .. ·· ·- 

JUMLAH YANG DISETOR lDenaan Anoka): I (denaan hurufl: 
Rp. 

bermsan<.an oertiitungan 04 dan piihan di E) 

1 Core yana tidak per1u 

........... tgl ............ 
VVA.Jt:, . '" - TC: II.A'( MENGclAHUI: I e,an UTVtll'llllli!SI : UI I t:l"\IMI'\ Ul,c:n : 

f'l-'AI/Nv1~1:; Ulapenaa NID. 1eu m11L111 fEMPAl PEMBAY l'X.NC . R~lB 
T1nggal : .. _ ......... - 

....... .... ...... - ............... . ................................. ... -· ··- ............ ·-· ........ .. ,,- ........... ··-·· .. ···· -·· . 
Nama lengkap den taroa Nama lerYJk~ dan taro a Nsma lerYJk.ep dan tanda NsmalerYJk.ep den IBnda 

tangan tanoan tcW1aan ta,gan 
I 

Hanya ciisi oleh Nomor Oolcumen I I l l l l I l I I l 
Pet~asDinas Pel'liapata, Oaerah 
Kab Teluk Slnlml NOP PBB baru : I I I I I I I I I I I 

SURAT SElORAN PAJAK DAERAH S PHTB Lembar • 



SURATSETORANPAJAK DAERAH 
LAMBANG BEAPEROLEHANHAKATASTANAHDANBANGUNAN LEMBARS 
DAE RAH (SSPD BPHTB) 

' Untuc Bank 

Dinas Penda"catan Dawah Kabt.i)alen TelukBintuni 

Perhatian: Bacalah peturiuk oenailian oada halaman belakano lembarini ter1ebihdahulu 

A 1. Nama Waiib Paiak ...... _ ..................... .................................................. _,,, .......... _,,,_,,, .......... _,,,,., 

2. NP'NP I I I I I I J I I I I I I I 3. AJamat Waiib Paiak . . . ......... , ... . .................. . ..................................... . ........................ 
4. Kelurahan.+<amouna ................ - ........................... ·-· ··- l 5. Kecamatan/Dstrik : ... -·· ·- ........ -·· ..... 
6. Ka bmate n/Kota . ..... .... ·-· ..................................... I 7 . Kode Pos 0 0•0000 .. 000HOOOO•ooOHOO 

B. 1. NomorObiek Paiak (NOP) PBB I I I I I I I I l l 
2. letak Tan.ti dan Bana.inan . ........................... -·· ................ -·· .......... -·· .... ··- ········ ............... -·· ·-· ,._ .. 
3. Keluraten.+<amnuna .................................. I 4 . Oisrik . ............. -·· ··- ............ ·- ........ 5. Kabl.Daten .................. -· ........... I 6. l<::ode Pos . ····-········-···-···-···- .. ·-···-··· 
PengiitunganNJOP PBB: 

Luas N.Ut' t"tjtj Im~ 

Uraia, (Disi luaa tanahdarvatau (Diisl berdasarkan SPPT PBB 
Luasx NJa:> PBB I m2 bangunin )'ling hakn)0 tarunlerj3dinya perolehan hak I 

dinArdeh) Ta'lun ........... J 
r ana'1 I l:l.ln11J 7 ITT 9 I Rp. 11 I KP. an~a 7 x an,.. .. g 
jjSnwnan 6 m' 10 I HO. 12 I HD. anc»ca 6 x anaka fO "'~ ........ 1-:t J Dn "''"''*" 11 y ............. ? 

14. Haraa Transaksi/Nlal Pascl' Ro. 
'15. Jenla Pero, nan l"ek ataa tanan<tarvatau ben<J.mai: I 
16. NOmor ~nlllK.i!II : I· 

c. AKUMU.ASI NII.Al PEROLEHAN HAKSEBELLMNYA Ro. 
D. l"t::NGHI I UN~N cr-n I tf rHanva d11sr berdasarkan penQn1tunain Waiib Pa .. 1<l 

1. Nilai Perolehan ())iek Paiak (N POP) memoerhatikan nilai oada B.13., 8.14. dan C 1 Ro. 
2. Nilai Perolehan ())jek Pajak lidak Kena Pajak (NPOPTKP) memperhatikan nilai 2 Rp. 

oadaC - 
3 Nit,ai Peroll!han ~~~~ ll"n" c~;~ INP<1PKP\ l amxa 1 aroka2 ~ Rn 
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Sano.man yang Terutaro I 5% X811Qk8 3 4 Ro. 
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan BanQJnan vano harus di bavar 5 Rp. 

E. JumlahSet>ran Berdasarkan: 
a. Perhitungan Wajb Pajak 
b. ~ 1 r-u crn I tf I ~I\ I sx=oxat I I Noma: T.ang:Jal: 
c. Pen,µrangan dihiturg sendri menjadi : I I I 
d. . ...... -·· ·-· .... ········ ............... -·· ... 

JUMLAH YANG DISETOR Denoan Anoka) : I (dcnoan hurufl: 
Rp. 

lberdasarkan oerhitunaan 04 dan ci~han di El 

') Cors yang tidak per1u 

........... tel ............ 
WAJB PAJf\K/PENYET~ MENGETAHUI: Tcla'l Diverifikasi : DITERIMAOLt:11: 

PPAT/NOTARIS Oispenda Kat>. T~lu( &nt_Llli TEMPATPEMBAYARAN 
BPHTB 

Tanrmal : .. - ......... _ 

....... -·· ·-· .. - ........ -· .... ... -· ............ -·· ·-· ........ ........ _ ........ -· ·-· ........ .. ··- --······-· ............ -··· Nama iengkap dan tan:sa Nama lergkap dan tan::la NIWTlalerg,uip dan tancla NIWTla lerg,uip dan '5nda 
lanoan tan Mn tanmn tanoan 

I 
Hanya ~i oleh Nomor Dol<umen I I I I I I I I I I I 
Petugas Dines Pen::lapat111 Daerah 
Kab. Teluk Binllni NOPP88 baru I I I I I I I I I I I 

SURAT SE TORAN PAJAKOAERAH BPHTB Lermar 5 



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
LAM BANG BEA PEROLEHAN HAK ATASTANAH DAN BANGUNAN LEMBAR6 
DAE RAH <SSPD BPHTB) 

UntUt Sid Mg Pembu~a1 
den Pellpor8'1 

Dinas Pendapetan Dae-ah Kab~aten TelukBinluni 

Perhatian: Bacalah peturjuk per,oilian pada halaman belakanc lembar ini erfebih dahulu 

A 1. Nama Wajib Paia< . ..... -·· ·-· ................... ········ .... ·-· ........................... -·· ·-· ....... -·· ·-· ............ -· ··- ······ 
2. NPWP I I I I I I I I I I I I I 1 I 
3 Ala mat Wajib Pajak ......................... ·-· ................... ,-, ... -·· .... ··- ....... -·. ·-· ....... -·· .... ··- ........ -· ··- ...... 
4. Ke I ll'a ts nA<am pun g . ......... ·- ... - ······· ................ " .......... I 5. Kecamatan/Ostrik: ... _ ... _ ........ -···-·· 
6. Ka b LP ate n!Kota .......... ·-· ........... ·-···-··· .. ··· .... ·-· .... I 7. Kode Poa . ·-·············-····-·· . 

B. 1. NomorObiek Pajak (NOP) PBS I I I I : I I I I I 
2. Letak Ta nan dan BanOJoan . . ,~ ....... -·· ............... ·-· .......... -· .......... .. .. ····-····· . ..... .. -· 
3. Kel ll'8 ha nA<am oung . . .. - ········ -·· ·-· ........... I 4. Distik .............. -·· ··-············ ·- ........ 
5. Kabl.Daten ............ .................... I 6. Kode Pos . ...................... ··- ... -·· ........... 
Pencti~una n NJOP PBB: 

Luas N.x::>P PB8 Im' 
Uraian {Dtisl luaa tarAhdarvalau (Diisi berdasarkan SPPT PBB Luaa x NJOP PBB I m2 ten~na, }Elng ha(n}EI tal"unterj3dlnya perolehan hak I 

dioerdeh) Tahun ........... ) 
Tan.ti ,a.mo 7 nT' 9 I Ro. 11 I Ro. ant1u, 7 x anau 9 
Banc:JJrwn 8 m' 10 I Ro. 12 I Rp. angla 8 x anau 1 O 

NJlJ' 1-'tj~: lJ I r<D. anaca n x aru ... 12 
14. Harca Transaksi/Nlai Pasar Rn. 

15. Jania Peroleha, hlk atas tanahdarvatai bano.ma, . I 
.,_ Nomor Sertiflkat : I 

AKUMl.A.AS NILAI l"'t:KULEKt\N HAKSFSE[l.MN°?A c. KO. 
D. PENGHITUNGAN BPHTB IHanva diisibcrdasar1<an nenchitunmnWaiib Polak) 

1. Nilai Perolehan Obif!k Pajak (NPOP) mempe-hatikan nilai pada B.13. 8.14. dan C 1 Rp. 
2. Nilai Perolehan Objek Pajak lid al< Kena Paja< (NPOPTKP) memperhatikan nilai 2 Rp. 

oadaC 
3. Nilai Perolehan Obiek Paia< Kena Pajci( (NPOPKP) I angka 1 angka 2 3 Rp. 
4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bana.,na11 vana Terutaro I 5% xa~ka 3 4 Ro. 
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Ban OJ nan vana han.s di bavcr 5 Ro. 

F l .. m .,1, S~hr::w, RArrl~rkAn · 

•• Perhitungan Waji:> PaJa< 
b. STPD BPHTB I SKPDKB I SKPDKBT) /1 Noma: Tanmat: / 
c. Peng.iran!}indihilung sendri menjadi: / I I I / 
d ........ ·- ................. -· .............. 

JUMLAH YANG DISETOR (Dengan Anakol: I (oenqan huruf): 
Rp. 

bercitsar1<an pemitunQan 04 dan pi~han di E) 

) Cors vano tidak per1u 

........... gt ............ 
WA...16 PA.1'1.Klro• Tt: I\.-"< Mt:Nut::.fAHUI: I e,an UIVO'mllllSI : UII t:l"(IMI\ ULcn : 

PPAT/NOTARIS Dtspoooa Kab. Telu( Bintllll TEMPAT PEMBAYAR.AN 
BPHlB . Tanggal : .. - .... ·····- 

....... _., ........ ' ....... -· .... ... -· ............................ ... -· ................ ·-· ....... .. ··- ········-···- ........ -··· Nama lengkap dan teroa Name le~kap dan taros Nsne le~kap dan tanda Nimelefllkap den landa 
lanQ&n tangen tMoen tengen 

I 
Harr,,a <ilsl oleh Nomor Doliumen I I I I I I I I I I I 
Petugas Dlres Peroapata, Daerah 
Kab. Teiuk Binuni NOPPB8 baru I I I I I I I I I I I 

A 

a· Pj.BUP I ELU BINlUNII 

I SURAT SE10RANPAJAKDAEAAH8PH1B Lambar6 



l- Pj.BUPAT ELUJBINTUNI j? 

I 
LA MBA NG PEMERJNT .AH KABUPA TEN TE LUK BINTUNI 
DAE RAH DINAS PENDAPA TAN DAERAH 

JI. Alamat .......... ···-··· ····-· TELEPON ............ 
Bintuni 

N om Of Formulir : 

FORMULIR PENEUTIAN SSPD BPHTB 

'Ke pad a 
Xth. -······· -······· .. ······· -···· .. ·- ······ ... 

............................................... 
··············································· 

Di 
······················ 

Denoan hormat, 
Sava vane bertanda taiaan dibawah ini 

Nana Wait> Paiai< . ·-···- .. ·-·······-·······-········· .. ···························-······· .. ······ Ala-nat Waiib Paiak . . -· ...... "' ... ---· .... ·-········ .......... Telo ...... - ....... - ......... 
Nemer Obiek .... ........ ... . ... .. ... - ....................................................... 
Letak Tanah dan Bann•nan 

• • -•••••• • -· T' ••• • - • ••••• o .. •• '" t ••• •• ,., ••••••••••••• •• ••• • •••• •-' ••••• • - ••• "' 

Deng an ini say a mengajukan permohonan penelitian SSPD BPHTB, dengan kelengkapan sebegal 
berikut 
a. SSPD· 
b. Fotokooi identitas Waib Paiak daoat beruoa Kartu Tanda Penduduk/Surat lzin Menaemudi/PasoorT: 
c. Buk1i Pe"nasan SPPT 
d. Surat Kuasa dari Waiib Paiak dalam hal dikuasakan): 
e. Fotokooi identitas Kuasa Waiib Paiak (dalam hal dikuasakan): 
f. Fotokooi Kwtu Keluarn::a atau Surat Keteranoan Hubungan Keluar~. dala m hal transaksi waris· 
a. Fotokooi sertifikat Tanah/Bukti KE'<'lemilik.an Lainnya; dan 
h. Dokumen oendukuna lain vana din,i,r1ukan· 

seoern : - foto ooiek Miak 
- ········ ..................... 
- .............................. 

Demikian oermohonan sava untuk d~at dilakukan eenelitian. 
I 

' Hormat Sava. 
Pemohon 

................ - ·······-· ······-· ······-· .. 

BENTUK DAN ISi FORMULIR PENELITIAN SSPD 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 19 Taben 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 

Lampiran II 



·1 Coret yang tidak per1u 
") Corel yang tidak sesuar 

I 
LA MBA NG PEMERJNT .AH KABUPA1EN TE LUK BINTUNI 
DAE RAH DINAS PENDAPATAN DAERAH 

JI. AJamat.. ........... _ ........ _. TELEFON ... - ... - .. 
Bintuni 

KERTAS KERJA PENELITIANNERIFIKASI SSPD BPHTB 
Bulan 
Tahun 
No. R eaister 

Telah diadakan penelelan SSPD BPHTB yang disampaikan oleh Wallb Palak 
DATA WAJIBPAJAK 
NamaWajb ............... , ...................................................................................... 
AlamatW~ib : ................................................................. Tele. ························ 
Letak/Alanat ..................................................................................................... 

Penelitian telah dilaksanakan pad a unsur-unsur sebaaai berikut: 

No. Unall' yangd Menurut Menurut hasil Seauai lidak KelBra,gan 
ielti SSB pereUan Seauai 

1 NUt' 
2 NJOP Bumi.m' 
3 NJOP Bangunarvm' 
4 Pen ghitu nQan 

11 Ni:>nP 
2) NPOPTKP 
3) NPOPKP 
4) BPHTB yana 
5) BPHTB ·,ano ha 
6) JumlM a. Perhitungan 

lsetoran 'NP 
Berdasarkan b. STPD/ 

SKPDKBI 
SKPDKB 

c. 0eng.iraigan 
dih1tung sendrt 
karena 

I I I I r r I I 
I I I l T I 

Cl. .... i I 

Keaimpulan haail peneitian : ") 
1. Mememlli syarat untuk dcao dan ditandatanoan 
2. Tidak memenli'II sv1rat l.fltU( dlcao dan dita~atang.-n 

lnforman Menoetahl.i Bintuni 
Petucas Peneliti 

.. .. . - ................ -· .... ....................................... ..... - ....... -· ...... - ......................... 
NIP. NIP. 

KERTAS KERJA PENELITIAN I VERJFIKASI SSPD 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 19 Tahm 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 

Lampiran Ill 



') Coret yang tidak pertJ 

A. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAY.AR (SKPDKB) 

LAMBAl'.G PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 
DINAS PENDAPATAN DAERAH NOURUT DAER AH 

JI. Alamat •. • ............. TELEPON ........... 
Bintunl ........... 

SURAT KETETAPAN PAJAK OAERAH KURANG BAYAR(SKPOKB) 
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 
TAH~ I: 

NAMAWAJIB PAJAK 
ALAMA T WAJIB PAJAK 
TANGGAL JATUHTEMPO 
Atas oerdehan hak atas tancil dan/atau banaunannya denaan : 
Akta/Rlsalah LelanaJPendattara, Hak "): .......................... Nomor: ..................... Tanoaal: ............... 
Nomor Obiek Paiak (NOP) : . .. . • ... . .......... ............. .. .. Jenis Perolehan Hak: .................................... 
Alamat : .................... ... - ...... ·- ...... - ........ . ......................... - ...... ,-···· ··-·······-·····••.o•····-···················· 
-············-·······-·······-···············································-·······-···············-····· ·································-·······-········ 

I. Be rdaar1(#1 Pertia Kabi.paten Teluk Bintuni Nomor ............ Tahlll .. ..... tentarg ............. telah dilaKukan 
Pemerbaan atau KeteranQan La1n atas pelakscr1aan kewaiban Waiib Pa1ak. 

II. Dari Pemeri<saan atau Keteralg8n Lain l!lrsebtt diatas, Penghitungan jumlah yang maaih harus dibayar adalah 
seo a:i ai beri<ut: 
1 Nilai Perolehen ltllM ~ (NPOP) Ro. 
2 Nilai Perolehan )biei( Paiak Tldak Kena Paiak (NPOPTKP) Ro. 
'.\ Nilai ·- >bifJk f"aisk ~ Pa1ak (Nt"\J,..., N"'J (1-2) Rn 
4. BPHT8 yang teruana S°.4 x Rp, ............... ( 3) Rp 
5 BPHTB vanc:i .... .:::- -~.a dibavar Rp. 
6 BPHTB yang lelah dlb8Var Ro 
7 ('-.-.:...--. 

a. PokokSTPD Rp 
b Pengurangan Rp 
c. Jumlah (a+b) Rp 
d. Oikurangi pokok SKPDLB Rp 

.. ,,.-,ft" fr· t1 \ Ro 
8 Jumlah yang dapat dipemrtungkan (6+7e) Rp 

9. Pajak yang kurang dibayar (5 8) Rp 
10 Sankai administras1 berupa bunga 

Sunga= ...... bu Ian x 2% x Rp ........... · (9) Rp 

11. Jumlah yang masih harua dibayar ( 9+10 ) Rp 
' 

Dergan hurut 

Binh.ni, ................ Tanun ....... 
a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Kepala B1dang .................... 

-·······-· .. ·······-·······-·······-····· 
NIP. 

BENTUK DAN ISi SKPDKB, SKPOKBT, DAN STPO 

Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
Nomor 19 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 

Larnpran IV 



") Corel yangtidak pertu 

8. SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAY.AR TAMBAHAN (SKPDKBn 

LAMB ANG PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 

DAER AH DINAS PENDAPATAN OAERAH NOURUT 
JI. Alamat -······-~·-··············· TELEPON ............ 

Biituni ··········· 

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR(SKPDKB) 
B tA PE.ROLE HAN HAK A TA~ TAN.A.H DAN BANGUNAN (BPH I ts) 
TAHLN I: 

NAMA WAJIB PAJAK 
ALAMA T WAJIB PAJAK 
TANGGAL JATUHTEMPO 
Atas oerolehan h~ atas tanah dan/atau banQUnannva denaan : 
Akta/Risalah Lelang/Pendattaran Hak "'): ·····-·······-············· Nomor: ······-··············· Tangaal: . - ............... 
NomorOblek Pajak (NOP):····-······································ Jenis Perolehan Hak ................ ·- ....... -···· ..... ····· 
Alamat: ········-············-·······-···· .. ·-···- .. ·-··· .. ·································-·· ...... ................................................. ... 
_,,, ......... _,,,.,,,- ...... ,_,, ............................................. _., .................................................................................. 

I. Be rdasar1ca, Perda Kab4>aten Teluk Bintuni Nomor ·······-···· Tah111 -· ....... tentallJ ......... ·-·. telah dil2kukan 
Pemerbaan atau Keteranoan Lain atas oelaksaiaan kewaiiban Wajib Pa1ak. 

11. Dari Pemeri<saan atau Ketera,gan Lain ersebLt diatas, Penghitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah 
sebwiai be<j(ut: 
1. Niai Perolehan UOiel( ~ (NPOP Ro. 
2. Nui Peraehan Obiek ~ Tldak Kena Paiak {NPOPTKP) RP. ~ Nlla1 v• nan uoteK l"'a1ak Mna Pa1ak (NPOP, "'"'1 C1-2l Ro 
4. BPHra yang 1erutang 5% x Ro ................ { 3) Rp. 
5. BPHTB yang seharusnva dibavar Rp. 
6. BPHTB vana telah dibavar Ro. 
7. ~.:.....~--· ,.,,._ 

8. PokokSTPD Rp 
b. Pengurangan Rp 
c. Jumlah {a+b) Rp 
d. Dikurangi pol<ok SKPDLB Rp 

- l, ·-l~h ,,.. r1' Rp 
8 Jumlah yang dapat diperhitungkan {6+7e) RP 
9. Pajak yang kurang dibayar (5 8) Rp 
10. Sanksi administrasi berupa bung a 

Sunga= .......... bulan x 2% x Rp ............... (9) Rp 
11. Jumlah yang masih harus dibayar ( 9+1 p ) RP 

Oergan hurut 

Binh.ni, ··-·······-·····Tahun ....... 
a.n Kepala Dinas Pendapatan Oaerah 

Kepala Bidano ·······-············ 

-·······-············-·······-·· .. ···-····· 
NIP. 

Peraturan Bupati T eluk Bintuni 
Nomor 19 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 

Lampiran IV 



') Coret yangt,dalc per1u 

LAMB ANG PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 

DAER AH DINAS PENOAPATAN DAERAH NOLJRtJT 
JI.Alamat .......................... TELEPON ............ 

Bintu,i ··········· 

SU RAT TAGIHAN PAJAK DA ERAH (STPD) 
BEA PEROt..EHAN HAKATAS TANAH DAN BANGUNAN(BPHTB) 
TAHU"1 I 

NAMAWAJIB PAJAK 
ALAMA T WAJIB PAJAK 
TANGGAL JATUHTEMPO 
Atas oerolehan hak atas tanah dan/3tau banounannva oenoan : 
Akta/Riaalah Lelana/?endaftaran Hak 1: ......................... Nomor: ...................... Tangaal: . - . ······- .. ·-· 
NomorObjek Pajak (NOP): .......................................... Jenis Perolehan Hak ....... ·- ....... - ....... - . ······-· .... 
Ala mat : ..................................................................................................... - ....... - ....... - .......................... 
- . ' ........................... - .......................................................................... - ...................................... - ................. 

I. Be rdasarkan Perda Kab4>aten Teluk Bntuni Nomor ........... Tahlll ·········· tentarg .. ........... telah dilakul<an 
Pemeriksaan atau Keteranoan Lain alas pelak·senaan kewaib an Waiib Paiak. 

II. Dari Pemeriksaan atau Keter111gan Lain ersebl.t diataa. Penghitungan 1umlah yang masih harus dibayar adalah 
seba;lai berikut: 
1. Pokok Paiak vana hana dibavar Rp. 
2. Telah dibayar tanoaal ............................ Ro. 
~ ..._ ___ ;-;;;.il'J!lln ~n 
4. Jumlah vanQdai:atdicertituncikan 2 + 3) Rp. 
5. Kurang dit:avar (1 ,4) Rp. 
6. Sanksiadmnistrasi beruoa Bunaa: RP. ~ 
7. Jumlah YMQ masih harus dioova- 5 + 6) Ro. 

De 11:1 an h urut 

BintLl'li, ................ Tahun ....... 
a.n Kepala Dinas Pendapatan Daerah 

Kepala Bidang .................... 

- ................... ·-······· -···· ... -····· 
NIP. 

- 

C. SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD) 



SURATTEGURAN 

LAM BANG PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 

DAE RAH OINAS PENOAPATAN DAERAH 
JI. Alamat ....... .... .... ..... TELEPON ....... _ .. 

Btntuli 

_ .. ,_ ............... Tahun ·- ...... 
Ken11da: 
Yth. Baoak/lbu'Sdr. 
01- 

··········-···· 

SURA.T TEGURAN 
Nomor: 

Nama Usahal Perusahaan ............................... - ...... - ....... - ...... - .............................................. 
NPWPO I I I I I I I I l I I I I I 
Ala mat ········-··· .... ' .......... ··-·· .... -- ......... ..... - ............................................. 

Mero rut pembukuan k.-ni, t'ingga saat ini Saudara mash memp..inyai tunggakan Bea Perolehan Hak 
Atas Tanah da, Bancunan <BPHTB) sebaaai berikut: 

Jen is Pa,ak Tahun Noma Dan Tsnggal TanggalJatuh Jumlah 
SKPDKB/SKPDKBT/STPD/SI< Tempo Tunggaka, 

KeberatariSK Pembelllan/Putu.an Rp. 
Bandna ·i 

:1t1ml•h 

Oengan t'l.lruf : 
( .... _ ....... - .............................. .......... - ... . ·- ...... ·- .... ., ....... ········ ...................... - ....... - ...... .) 
Untuk menoegah tindakan penaglhan dengan Surat Paksa, maka drnlnta kepada Saudara agar mel\.l'\aai 
!Jmlah Tlllggak.n dalam waktu 7 (t1.4uh ) hari kerja setelah t.nggal S~at Teguran i11. 
Dalam hat Saudara telah melunasi TISlggakan tersebut ciatas, drnirta..agar Saudara aegera melaporl<.-i 
keoad• BidanQ Penaaihln Dina Pendapatan Oaerah Kabunaten TellJt Bintuni. 

PEA HA TIAN 
Brituni, ............... Tal'K.Jn ........ 
KMala Dlnas Pendaoatai Daerah 

PAJAK HAAUSOIUJNASI OAlAM JANGKAWAKTU 7 
(Tl. JJH) HARi SETEL.-H T.AHGGAL SURAT 
TE Gu RAN INI SESUO.-H BATAS W>Jf.TU ITU 
TINOAl<AN PENl,QIHAN ~N OllANJJTl<AN 
DENG.AH PENYEANi.AH SURAT PAl<SA 

NIP 

1 Cora vano tioa k oer1u 

Lampiran V · Peraturan Bupati Teluk Bintuni 
· Nomor 19 Tahun 2016 
Tanggal : 11 Maret 2016 



ISHAK . HALLATU 

·) Coret yang tidak peru 

LAMB ANG PEMERINTAH KABUPATEN TELUK BINTUNI 

DAER AH OINAS PENOAPATAN DAERAH NO URUT 
JI. Alamat •......•............... TELEP ON ............ 

Bir,tunl ........... 

SU RAT l<ETETAPAN PAJAK DA ERA H l.EBH SA.VAR ( STPD) 
BEA PEROlEHAN HAK A TAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 
TAHLf" I 

NAMAWAJ!B PAJAK 
ALAMAT WAJIB PAJAK 
TANGGAL JATUHTEMPO 
Atas oerolehan hak atas tanah dan/atau banounannva denaan : 
Akta/Risalah LelangJPendaftaran Hak 1: ......................... Nomor: ...................... Tanaaal: ............... 
Nomor Obiek Pai al( (NOP) · .... _ ........... ........ . ....... Jenis Perolehan Hiik: ..................................... 
Alamat: .......................................................................................................................................... 
.. ... . - . ..... - ...... - ·······-··-········· ·········- ..... -· . - ................. , .... ·• ........................... - ······- ...... 

I. Berdasarka, Perda Kab(4)aten Teluk Bintuni Nomor ........... Tahun ........ tentarg ............. telah dllakukan 
Pemertcsaan atau Kete<anoan Lan atas oelaksaiaan kewaJban Wcljib Pajalt. 

11. Dan Pemeri<aaan atau Keteralg&n Lan ersebu diatas, Penghllungan ,umlah lebih bayar yang seharuax 
tidak terutang adalah aetagai berikut 

1 Dasar --:::---- ·---n oaiak Rp 
2. P'alal< Ycn1 B\OlQ RP. 
3 Kmdt p..,,w 

a Setoran yang dilakul<an Rp 
b. Lain-lain Ro 
c. Dikurangi utang oa1ak Rp 
d. J1..rnlah yanQ daoat dlkredrtkan a+o+c) Rp 

4. Jumlah kelebihan oembavaran pokok Patak (3d 2) Rp 
5 Sanks, admrustratrt 

a. Bungc1 Ro 
b Kenaikan IRo 
c Jt.mlah Sanksi admnistrat1f (a+b) Ro 

6. JU'Tllah lebh bayar yang seharusnya lldak terutanQ (4+5c) KD. 

De Ill an h urut 

'.PERHATIAN: 
Pengembalian kc!ebihan pembayaran pajak dilakukan pada kas da.crah dengan rnenggunekan surat pcrintah pembayaran 
kelebihan pajak ( SPMKP) 

Btntl.l'li, ............... Tahun ....... 
a.n Kepala Dinas Pendapatan Oaerah 

Kepala Bidang ............ . ... , 

............... ····· ......... - ....... - ..... 
NIP 

SURAT KETETAPAN PAJAK OAERAH LEBIH BAY.AR 

Peraturan Bupati T eluk Bintuni 
Nomor 19 Tart.an 2016 
TanggaJ 11 Maret 2016 

Larnpran VI 


